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BAB IV
PENUTUP

1.1. Kesimpulan
Dari pembahasan serta analisis kasus hukum yang telah dipaparkan diatas

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa anak yang dilibatkan oleh
orangtuanya dalam tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai anak korban
terorisme. Hal ini mengacu pada anak tersebut merupakan alat kejahatan (manus
ministra) yang dilakukan oleh orangtuanya untuk melakukan tindak pidana
kejahatan terorisme. Namun, tidak semua anak dapat dikatakan sebagai manus
ministra sebab menurut psikologis perkembangan anak baik secara fisik maupun
psikis terjadi saat berusia 11 tahun dan berakhir pada usia 24 tahun, sehingga anak
yang berusia 11 tahun keatas tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak melainkan
sebagai remaja. Sehingga dengan melihat hal tersebut maka anak dapat dikatakan
sebagai korban karena manus ministra jika dibawah usia 11 tahun.

Pada dasarnya, anak yang dilibatkan orangtuanya tersebut masih dibawah
umur sehingga menurut konsep hukum pidana, anak tersebut tidak dapat diberikan
pertanggungjawaban pidana. Meskipun anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana
terorisme maka negara tetap memposisikan dia sebagai korban karena anak yang
masih dibawah umur belum berkembang secara matang baik mental, fisik dan
tumbuh kembangnya, sehingga pemberian kedudukan pelaku kepada anak yang
dibawah umur dinilai kurang tepat dan bisa mengancam masa depan si anak itu
sendiri.

Sehingga makna kata “dilibatkan” memiliki persamaan dengan makna kata
“diikutsertakan” yang artinya anak tersebut sebenarnya tidak mengerti dan belum
paham perbuatan apa yang dilakukan orangtuanya, sehingga si anak hanya
mengikuti perbuatan orangtuanya tanpa mengetahui maksud dan tujuan yang
sesungguhnya. Sehingga dari pemberian kedudukan hukum korban kepada anak,
maka langkah yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban
adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak tersebut sebagai
korban tindak pidana terorisme. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut telah
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 5
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Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentan
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, serta Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam konsep perlindungan hukum terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan
hukum yang diberikan oleh negara yaitu perlindungan hukum secara preventif dan
secara represif.Menurut peraturan perundang-undangan diatas maka perlindungan
hukum represif yang diberikan negara kepada anak sebagai korban tindak pidana
terorisme berhak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi psikososial
dan psikologis, serta bantuan medis.Sedangkan untuk perlindungan hukum secara
preventif yakni berupa pemberian edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai
nasionalisme dan konseling tentang bahaya terorisme sebagaimana tercantum dalam
Pasal 69B UUPA serta asas-asas dalam Konvensi Hak Anak.
1.2. Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa
saran-saran yakni sebagai berikut:
- Pemerintah harus memberikan pendidikan-pendidikan tentang bahaya

terorisme serta pendidikan yang bernilai nasionalisme. Hal ini dapat
difungsikan untuk mengurangi pengaruh anak-anak terhadap paham-paham
yang bersifat radikal.

- Masyarakat ikut berperan aktif dalam mengkampanyekan tindakan anti
terorisme baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun sosial.


